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Abstrak: Penjaminan alat kesehatan kacamata merupakan salah satu manfaat tambahan yag diberikan oleh 

BPJS Kesehatan kepada peserta JKN. Sejak implementasi program JKN, kasus kacamata makin meningkat 

dan berdampak pada peningkatan biaya pelayanan kesehaan yang harus dibayarkan oleh BPJS Kesehatan. 

Selain peningkatan kasus, proses penjaminan yang tidak efektif juga memicu kenaikan beban biaya. Untuk 

mendapatkan pelayanan kacamata, peserta berkunjung ke FKTP, kemudian dirujuk ke FKRTL dan 

mendapatkan pelayanan kacamata di optik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Di setiap titik layanan, 

BPJS Kesehatan membayarkan biaya pelayanan kesehatan. Penjaminan tidak efektif berdampak pada 

pengeluaran yang tidak seharusnya sebesar Rp 153 miliar per tahun. Riset operasional ini dilakukan untuk 

mendapatkan alur penjaminan yang lebih efektif. Data diperoleh dari 26 kantor cabang BPJS Kesehatan 

selama kurun waktu Juli 2019 sampai Maret 2020. Perubahan proses bisnis memungkinkan peserta 

mendapatkan resep kacamata dari dokter di FKTP untuk selanjutnya mendapatkan kacamata di optik. 

Perubahan proses bisnis ini berdampak pada efisiensi sebesar Rp 4.8 miliar. Direkomendasikan BPJS 

Kesehatan untuk mengimplementasikan proses bisnis hasil riset di seluruh Indonesia. 

 

Kata Kunci: Efisiensi; FKTP; kacamata; penjaminan; refraksi 

 

Abstract: BPJS for Health covered refraction/accomodation disorder treatment and eyewears as part of their 

benefits offered to National Insurance Program (the JKN) members. The cost for eyewears (spectacles) had 

been increasing significantly since the launched of the program. Not only did the increasing of the utilization, 

but BPJS for Health also had to bear the inefficient system which impacted their financial sustainability. To 

receive the spectacles, the members needed to visit the primary care which refer them to the secondary care, 

even if the primary care had completed the treatment, because eyewears had to be prescribed by the 

opthalmologists. The inefficiency had cost unnecessary payment as much as IDR 153 billion annually. This 

research was aimed to find a more effective business process for the coverage of eyewears, which included the 

the strengthening of primary care roles. In the proposed proses, the members only need to visit their primary 

care who then prescribed their eyewear. Unless the members had other complications, the visit to secondary 

care are avoidable. The new process were piloted in 26 branch offices in July 2009 to March 2020 and resulted 

in efficiency of IDR 4.8 billions. BPJS for Health is recommended to impelement the system nationally to fully 

gain efficiency. 
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PENDAHULUAN 

 Prinsip kendali biaya dan kendali mutu menjadi salah satu prinsip dalam penyelenggaraan 

JKN-KIS yang menitikberatkan pada pelayanan kesehatan yang efisien dan efektif dengan 

memperhatikan beberapa aspek penting, di antaranya jenis manfaat yang ditawarkan, serta 

ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan sistem pembayaran yang efisien. Salah satu paket 

manfaat yang dijamin dalam penyelenggaraan program JKN-KIS adalah pelayanan kacamata. 

Kacamata merupakan alat bantu kesehatan yang disediakan oleh optik yang bekerja sama dengan 

BPJS Kesehatan. 

 Peserta mendapatkan kacamata dari optik setelah mendapatkan rujukan pemeriksaan dari 

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan pelayanan dari dokter spesialis mata di rumah 

sakit. Sejak penyelenggaraan program JKN-KIS, kasus penjaminan pelayanan kacamata 

menunjukkan peningkatan yang cukup tajam. Selain peningkatan kasus, dampak finansial pelayanan 

kacamata juga diperburuk oleh penjaminan yang tidak efektif. Penjaminan yang harus melalui 

dokter spesialis mata di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) membebani BPJS 

Kesehatan dengan biaya INA-CBG yang cukup besar. Peserta yang telah mendapatkan kacamata 

akan tetap melalui tahapan yang sama untuk mengajukan kacamata pengganti setelah masa 

pemakaian 2 (dua) tahun. Hal ini akan berimplikasi terhadap pembayaran yang tidak seharusnya 

(unneccesary payment) karena pemeriksaan mata dilakukan 2 (dua) kali, baik di rumah sakit maupun 

optikal. 

 Berdasarkan analisis awal penulis dengan merujuk data BPJS Kesehatan, potensi 

unnecessary payment yang disebabkan oleh tidak efektifnya alur penjaminan mencapai Rp153 

miliar per tahun. Potensi ini berdasarkan pada asumsi bahwa peserta yang membutuhkan kacamata 

dan tidak membutuhkan pelayanan kesehatan lainnya di FKRTL, seyogianya dapat dijamin dari 

FKTP langsung ke optik. Hal ini berimplikasi pada berkurangnya beban pelkes INA-CBG pada 

pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan kepada 

rumah sakit. 

 Untuk mendapatkan skema penjaminan pelayanan kacamata yang ideal, penulis melakukan 

sebuah riset untuk mendapatkan model alur penjaminan kacamata yang efektif dalam pelaksanaan 

pemeriksaan mata dan efisien dalam hal pengendalian biaya pelayanan. Riset diharapkan dapat 

menghasilkan konsep alur penjaminan pelayanan kacamata bagi peserta JKN-KIS yang efektif dan 

efisien, serta menggambarkan dampak penerapan uji coba alur penjaminan pelayanan kacamata bagi 

peserta JKN-KIS dari aspek akses dan risiko finansial. 
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METODE 

 Riset ini merupakan metode riset operasional dalam model eksperimen untuk menemukan 

hubungan antara perubahan alur penjaminan dengan tingkat utilisasi pelayanan dan risiko 

finansial, serta untuk mendapatkan hubungan antarvariabel dalam riset. Intervensi yang dilakukan 

berupa perubahan alur kerja penjaminan pelayanan kacamata dan penguatan peran fasilitas 

kesehatan tingkat pertama. Uji coba yang dilakukan meliputi sebagai berikut: (a) penegakan 

diagnosa kelainan refraksi dan penentuan besaran dioptri oleh dokter di Fasilitas kesehatan tingkat 

pertama FKTP yang memiliki kompetensi dan kelengkapan sarana, (b) penapisan kasus kelainan 

refraksi ringan yang dapat ditangani tuntas di FKTP dan kasus kelainan refraksi berat dengan/tanpa 

komplikasi ke FKRTL, (c) perubahan proses bisnis, yaitu optik yang bekerja sama dengan BPJS 

Kesehatan dapat menerima rujukan pelayanan kacamata baik dari FKTP maupun FKTRL. 

 Riset dilakukan dalam 3 fase yaitu, (a) fase I dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan dari 

tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019 pada 3 Kantor Cabang (KC) BPJS 

Kesehatan, yaitu KC Palembang, KC Pangkal Pinang dan KC Prabumulih, (b) fase II dilaksanakan 

selama 3 (tiga) bulan dari tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 pada 18 

Kantor Cabang di 8 Kedeputian Wilayah, serta (c) Fase III dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan dari 

tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Maret 2020 pada 23 Kantor Cabang di 8 Kedeputian 

Wilayah. 

 Fase I: pada fase I, ruang lingkup uji coba adalah pemeriksaan pelayanan kacamata oleh 

dokter di FKTP yang berkompetensi untuk memeriksa kelainan visus. Pemeriksaan visus 

dilakukan dengan menggunakan sarana Snellen Chart, sebagai berikut: 

 

Figur 1. Alur Pemeriksaan dan Penjaminan Kacamata Pada Uji Coba Fase I 
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Fase II dan Fase III: pada fase II dan III, ruang lingkup uji coba adalah pemeriksaan pelayanan 

kacamata oleh dokter di FKTP yang berkompetensi untuk memeriksa kelainan refraksi. Pemeriksaan 

refraksi dilakukan dengan menggunakan sarana Kartu Snellen, Kartu Jaeger, Pin Hole, serta Trial 

Lens atau autorefraktometer. Untuk FKTP yang tidak mampu secara kompetensi maupun sarana, 

didorong untuk berkoordinasi dengan Refrasionis Optisien (RO) untuk memberi pelayanan di FKTP 

sesuai dengan ketentuan praktik tenaga kesehatan refraksionis yang berlaku, serta berjejaring dengan 

optik untuk memberikan pelayanan refraksi/optisi, yakni (a) optik jejaring memberikan pelayanan 

refraksi kepada peserta berdasarkan permintaan dari dokter FKTP, (b) dokter di FKTP akan 

memberikan resep kacamata berdasarkan hasil pemeriksaan dari optik jejaring, (c) peserta JKN 

membawa resep kacamata ke optik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk mendapatkan 

pelayanan kacamata, serta (d) FKTP melakukan entri data optik jejaring di aplikasi HFIS. 

 

Figur 2. Alur Pemeriksaan dan Penjaminan Kacamata Pada Uji Coba Fase II dan III 



Denawati, dkk (2021) – Uji Coba Penjaminan…| 48 

 

 

 

 

 

Indikator 

Dalam pelaksanaan uji coba, ditetapkan indikator-indikator yang akan dianalisis untuk  

memastikan efektivitas uji coba dan termitigasinya risiko-risiko, yaitu: persentase kunjungan dengan 

diagnosa (H52.0, H52.1, H52.2) per FKTP, hasil tren jumlah kunjungan RJTP dengan gangguan 

refraksi, persentase jumlah kunjungan peserta dengan diagnosa H52 per FKTP dibandingkan dengan 

jumlah kunjungan total (semua diagnosa) per FKTP, tren rasio rujukan peserta ke FKRTL per FKTP 

per kantor cabang per kedeputian wilayah dengan dan tanpa TACC, tren rasio rujukan kacamata per 

FKTP per kantor cabang per kedeputian wilayah, proporsi jumlah kasus pelayanan kacamata di 

optikal per asal Faskes Perujuk, proporsi biaya pelayanan kacamata per optikal per asal Faskes 

Perujuk, tren Rate RJTL per Faskes per kantor cabang per kedeputian wilayah, tren unit cost RJTL 

per Faskes per kantor cabang per kedeputian wilayah, tren realisasi biaya pelayanan RJTL per Faskes 

per kantor cabang per kedeputian wilayah, tren realisasi biaya pelayanan kacamata per Faskes per 

kantor cabang per kedeputian wilayah, tren kasus mata per FKRTL Per kantor cabang per kedeputian 

wilayah, jumlah kunjungan RJTL dengan diagnosa primer dan/atau sekunder H00 - H59* (diseases 

of the eye and adnexa) dibandingkan dengan total kunjungan RJTL, serta kasus realisasi kacamata 

per diagnosa per asal Faskes Perujuk di suatu optikal. 

 
 

HASIL 

Fase I 

Dampak uji coba terhadap utilisasi biaya pelayanan kesehatan antara lain: (a) terjadi 

penurunan rasio rujukan kelainan refraksi rata-rata sebesar 74% dibandingkan sebelum uji coba, 

yaitu dari 90% menjadi 32%. Ini dengan asumsi bahwa dampak uji coba terlihat mulai pada bulan 

Agustus 2019 karena pada bulan Juni 2019 baru dilaksanakan persiapan dan sosialisasi uji coba, (b) 

terjadi peningkatan kasus kacamata di optik rata-rata 56% hingga 99%. Kenaikan tertinggi pada KC 

Palembang dengan persentase kenaikan 99% atau hampir dua kali lipat, serta (c) potensi efisiensi 

rata-rata Rp 20 juta per bulan, kecuali pada KC Prabumulih yang mengalami inefisiensi sebesar Rp 

5 juta. 
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Figur 3. Perbandingan Rasio Rujukan Sebelum dan Sesudah Uji Coba 

 

 

 

 

 Figur 3 menunjukkan rasio rujukan per bulan pada tiga kantor cabang uji coba. Walaupun 

fase I dimulai pada bulan Juli 2019, namun dampak implementasi uji coba mulai terlihat pada 

bulan Agustus 2019 karena pada bulan Juli 2019 masih tahap sosialisasi dan persiapan. 

 

Figur 4. Perbandingan Jumlah Kasus Kacamata Sebelum dan Sesudah Uji Coba 

 

Figur 4 menunjukkan bahwa uji coba berdampak pada peningkatan utilisasi pelayanan 

kacamata di optik kerja sama. Dampak ini menjadi salah satu red flag yang harus dikontrol dan 

dimonitor secara berkala untuk mencegah terjadinya inefisiensi yang lebih tinggi. Potensi efisiensi 

biaya kantor cabang BPJS Kesehatan (dalam rupiah) selama fase I ditunjukkan oleh tabel 1 di bawah. 

Potensi dihitung sejak bulan Juli s.d. November untuk memastikan maturitas data. Tabel 1 juga 

menunjukkan adanya potensi inefisiensi terhadap pelaksanaan uji coba karena peningkatan utilisasi 
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kacamata melampaui efisiensi yang diperoleh dari turunnya rasio rujukan (efek supplier induced 

demand). 

 

Tabel 1. Potensi Efisiensi Biaya Dalam Rupiah 

 

 

Fase II dan III 

 Dampak uji coba terhadap utilisasi biaya pelayanan kesehatan antara lain: (a) terjadi 

kenaikan kunjungan diagnosa gangguan refraksi (kode ICD H52) di FKTP rata-rata sebesar 19%, 

(b) terjadi penurunan rasio rujukan dx H52 ke FKRTL hingga 71% dari sebelumnya 94% menjadi 

28% setelah uji coba, (c) terjadi penurunan signifikan jumlah SEP Terbit dengan diagnosa gangguan 

refraksi (kode ICD H52) di FKRTL sebesar 60%, (d) terjadi kenaikan jumlah kasus utilisasi 

kacamata di optik sebesar 3% dengan kenaikan tertinggi sebesar 72% di KC Palembang. 

Diperkirakan kenaikan utilisasi ini terjadi karena supplier induced demand dan kemudahan proses 

bisnis penjaminan, serta (e) potensi efisiensi rata-rata per bulan per kantor cabang sebesar Rp 269 

juta. Potensi efisiensi total selama uji coba menjadi Rp 4,8 miliar. 

 

Tabel 2. Dampak Uji Coba Terhadap Kunjungan dan Rujukan Diagnosa Kelainan Refraksi 

(H52) di FKTP 
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Tabel 3. Dampak Uji Coba Terhadap Jumlah Kasus dan Biaya Diagnosa Kelainan Refraksi 

di FKRTL 

 

 

Tabel 4. Dampak Uji Coba Terhadap Jumlah Kasus dan Biaya di Optik 

 

Tabel 5:  Potensi Efisiensi Selama Uji Coba 
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PEMBAHASAN 

 Riset menunjukkan bahwa perubahan proses bisnis penjaminan kacamata BPJS Kesehatan 

berdampak pada peningkatan efektivitas sistem kesehatan dan efisiensi biaya. Namun demikian, ada 

potensi peningkatan utilisasi karena kemudahan proses bisnis dan pendekatan pelayanan kepada 

masyarakat. Efisiensi biaya pelayanan kesehatan tidak optimal karena belum semua FKTP dapat 

melakukan pemeriksaan dan memiliki sarana dan prasarana yang menunjang pemeriksaan tersebut. 

 Oleh sebab itu, perlu dilakukan mitigasi atas risiko-risiko yang menghambat pelaksanaan 

penjaminan pelayanan refraksi di FKTP, antara lain: (a) mendorong ketersediaan sarana dan 

prasarana di FKTP melalui koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan Asosiasi 

Faskes, (b) memastikan kesiapan sistem informasi BPJS Kesehatan, yaitu P-Care, LUPIS dan 

HFIS, (c) mendorong peningkatan kompetensi dokter di FKTP melalui kolaborasi dengan 

organisasi profesi PERDAMI dan FKRTL pengampu, (d) selain itu, perlu dilakukan mitigasi atas 

risiko lonjakan biaya dan inefisiensi karena supplier induced demand maupun karena simplifikasi 

proses bisnis antara lain melalui monitoring mingguan atas utilisasi kacamata per optik dan per 

fasilitas kesehatan, melakukan capping atau pembatasan utilisasi per FKTP per hari/minggu, serta 

memastikan terpantaunya red flag seperti mobilisasi massa oleh optik/FKTP, penggunaan 

kacamata oleh peserta di bawah umur 5 tahun dan di atas 65 tahun, lonjakan utilisasi abnormal, 

lonjakan rujukan internal di poli mata di FKTP, dan lain-lain. 

 Rekomendasi lain untuk BPJS Kesehatan jika akan dilakukan implementasi secara 

menyeluruh adalah: (a) Perlu ditetapkan indikator mutu dalam pelayanan refraksi di FKTP, 

termasuk penetapan keparahan kelainan refraksi (besaran dioptri), untuk memastikan perubahan 

proses bisnis penjaminan tidak berdampak pada penurunan kualitas layanan kesehatan, (b) perlu 

dilakukan diseminasi pada kantor cabang non-wilayah uji coba untuk memastikan ketersediaan 

sapras dan kemampuan FKTP paska uji coba (implementasi), (c) perlu dilakukan perluasan wilayah 

uji coba dan monitoring lebih lama untuk mendapatkan data yang matur terkait dampak finansial 

(loss or gain) dari uji coba, serta (d) uji coba penjaminan kacamata direkomendasikan untuk 

disinergikan dengan uji coba lainnya, misalnya global budget, yang tujuan akhirnya adalah untuk 

memastikan efektivitas sistem pembayaran dan kesinambungan finansial. 

 
Keterbatasan Uji Coba 

 Persiapan pelaksanaan uji coba memerlukan waktu yang lama sehingga dampak uji coba 

pada kantor cabang yang baru berpartisipasi pada fase III belum terlihat karena masih dalam tahap 

inisiasi dan diseminasi kepada pemangku kepentingan. Dampak uji coba pada perilaku utilisasi 

dan biaya pelayanan kesehatan belum dapat terpotret secara matur karena maturitas klaim belum 

100% dan perbedaan tahap pelaksanaan uji coba pada masing-masing kantor cabang. 
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SIMPULAN 

 Perubahan proses bisnis penjaminan kacamata untuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional 

berdampak pada efisiensi biaya dan efektivitas sistem. Peningkatan akses pelayanan ditandai dengan 

kenaikan kunjungan diagnosa gangguan refraksi (kode ICD H52) di FKTP rata-rata sebesar 19%. 

Efektivitas sistem kesehatan terlihat dari penurunan rasio rujukan diagnosa kelainan refraksi tanpa 

komplikasi (H52) ke FKRTL hingga 71% dari sebelumnya 94% menjadi 28% setelah uji coba. BPJS 

Kesehatan mendapatkan efisiensi biaya sebesar Rp 4,8 miliar selama pelaksanaan uji coba. 

Direkomendasikan agar BPJS Kesehatan dapat mendorong penerbitan regulasi untuk mengesahkan 

implementasi proses bisnis baru tersebut. BPJS Kesehatan juga direkomendasikan agar 

mengimplementasikan proses bisnis baru secara bertahap untuk mencegah terjadinya supplier 

induced demand. 
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